GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan
bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan
tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang
Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan
Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan
Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa
Jabatan Tahun 2016-2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007
Namnr 21 esphaoaimana telah dinthah denoan Peratiiran



Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
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BAB I1
TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 2

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena tugas dan tanggung jawabnya
dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
diberikan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2) Besarnya Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah dengan
memperhatikan hasil validasi nilai jabatan dari kelas jabatan Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Riau.

(3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap
bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Daerah diberikan tunjangan lebih besar 50% (lima puluh persen) dari
Tunjangan Wakil Kepala Daerah; dan

b. Wakil Kenala Daerah dibherikan tiiniangan lehih hesar 50% (lima nuilith nersen)



Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diberikan insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 5

Penganggaran pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar| setiap Prang xmengetahuinya, ‘niemerintahkan pengundangan Peraturan
Guberaur, ini dengan 'fié‘mpa‘tainvf?q ~flalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
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SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

. ARIF FADILLAH



